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Pengaruh E-Purchasing terhadap Transparansi, Akses Pasar, dan Efisiensi 
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 
Kementerian Keuangan 
The Effect of E-purchasing on Transparency, Market Access, and Efficiency 
in Government’s Goods/Services Procurement Process at 
Centre of E-procurement Service of Ministry of Finance  
 
Mochamad Ridwan Aldrian 
Syahrir 
Muh. Nur Azis 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-purchasing terhadap 
transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner 
yang disebarkan kepada 68 Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan 
di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan yang melaksanakan 
pengadaan melalui e-purchasing menurut data dari Pusat LPSE Kementerian 
Keuangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) e-purchasing berpengaruh positif 
terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, (2) e-purchasing 
berpengaruh positif terhadap akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, 
dan (3) e-purchasing berpengaruh positif terhadap efisiensi proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
Kata Kunci: e-purchasing, transparansi, akses pasar, efisiensi, pengadaan 
pemerintah  
This study aims to determine the effect of e-purchasing on transparency, market 
access, and efficiency in Government’s Goods/Services Procurement Process 
within the central office of the Ministry of Finance. This research is a quantitative 
study. Data on this research was obtained through questionaires to 68 
Commitment Maker Officer and Procurement Officer that used e-purchasing 
according to data of Centre of E-procurement Service of Ministry of Finance. 
Analysis of this study is using regression analysis. The results of this research 
indicate that (1) e-purchasing has positive effect on transparency in Government’s 
Goods/Services Procurement Process, (2) e-purchasing has positive effect on 
market access in Government’s Goods/Services Procurement Process, and (3) e-
purchasing has positive effect on efficiency in Government’s Goods/Services 
Procurement Process. 
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1.1 Latar Belakang 
Kegiatan belanja pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang memiliki 
peranan penting dalam pencapaian tujuan pemerintah. Dengan melakukan 
kegiatan belanja, pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat 
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dengan optimal. Selain untuk 
memenuhi kebutuhan internal pemerintah sendiri, kegiatan belanja pemerintah 
juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan belanja modal sebagai salah satu bagian 
kegiatan belanja pemerintah juga memiliki peranan penting dalam memajukan 
peradaban masyarakat melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik, seperti 
infrastruktur lalu lintas, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, hingga 
infrastruktur energi. Kegiatan belanja pemerintah juga menjadi salah satu 
instrumen fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan pendapatan nasional.  Dalam 
teori ekonomi makro Keynes, dikenal sebuah fenomena yang bernama multiplier 
effect (efek berganda) dimana pengeluaran pemerintah sebesar Rp1 akan 
mendongkrak pendapatan nasional lebih dari Rp1 (Sukirno, 2012:181-182). 
Menurut Siswanto dan Rahayu (2011:2) dalam kurun waktu sepuluh tahun 
terakhir, belanja K/L telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik 
penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir 
tahun anggaran. Hal ini menunjukan bahwa realisasi belanja pemerintah masih 
belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fenomena menumpuknya 
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penyerapan di akhir tahun masih terjadi hingga dua tahun terakhir ini. Sebagai 
contoh, berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan, 
penyerapan belanja barang dan belanja modal APBN selama tahun 2015 adalah 
sebesar 86,13% dengan sebaran 3,79% di kuartal pertama, 13.83% di kuartal 
kedua, 18,48% di kuartal tiga, dan 50,03% di kuartal empat. Hal ini pun masih 
berlanjut di tahun 2016 dengan penyerapan belanja barang dan belanja modal 
APBN selama tahun 2016 adalah sebesar 83,36% dengan sebaran 6,81% di 
kuartal pertama, 20,40% di kuartal kedua, 20,11% di kuartal tiga, dan 36,04% di 
kuartal empat. Sebaran penyerapan belanja di tahun 2016 memang menjadi lebih 
merata bila dibandingkan dengan sebaran di tahun 2015 tetapi dengan jumlah 













Gambar 1.1 Realisasi APBN (Belanja Barang dan Modal) 2015 

























Gambar 1.2 Realisasi APBN (Belanja Barang dan Modal) 2016 




Proses pengadaan yang dipersepsi rumit dan birokratis adalah salah satu 
faktor yang menghambat realisasi belanja modal. Hal ini berdasarkan berbagai 
penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi 
belanja barang dan belanja modal. Arif (2012:41) menemukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi realisasi di Provinsi Riau adalah faktor regulasi, politik, proses 
pengadaan, serta komitmen organisasi. Ruwaida et al. (2015:101) menemukan 
faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi di Provinsi Aceh adalah faktor 
perencanaan, regulasi, SDM, teknis, koordinasi, serta pengadaan barang dan 
jasa. Febrianti dan Adi (2015:B-7-1) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
realisasi di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu adalah faktor koordinasi, 
pengelolaan/pengadaan, pengendalian, dan pemilihan staff. 
Risiko penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
juga terbilang tinggi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan masih banyak oknum dalam proses 
pengadaan baik pegawai pemerintah maupun pejabat politik di Indonesia  yang 
Kuartal 1; 6,81%
Kuartal 2; 20,40%





melakukan fraud dalam kegiatan pengadaan untuk memperoleh keuntungan 
pribadi atau kelompok. Dari tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2016, data 
resmi di situs KPK (http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-
berdasarkanjenis -perkara diakses pada 20 Februari 2017) menunjukkan bahwa 
perkara terkait pengadaan menempati posisi tertinggi kedua perkara korupsi yang 
ditangani KPK,sebanyak 156 kasus dari total 567 perkara korupsi. Pada tahun 
2016 sendiri, KPK menangani 14 perkara korupsi terkait pengadaan dari total 99 
perkara korupsi. 
Selain kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, masih banyak kasus-kasus lain 
terkait proses pengadaan yang ditemukan oleh BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK Tahun 2015 (BPK, 2016:11) menyatakan terdapat “permasalahan dalam 
proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban Belanja Modal 
pada 54 Kementerian/Lembaga sebesar Rp5,62 Triliun dan Belanja Barang pada 
63 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,53 Triliun”. Tidak semua permasalahan 
yang ditemukan oleh BPK tersebut disebabkan fraud. Ada pula yang disebabkan 
kelalaian semata. Namun ironisnya, permasalahan-permasalahan semacam ini 
merupakan temuan BPK yang berulang setiap tahun. Kondisi tersebut 
menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya sanggup mencegah fraud maupun 
kelalaian dalam proses pengadaan. 
Menurut Bawono (2011:2), pasar pengadaan pengadaan barang dan jasa 
masih terkesan eksklusif atau dengan kata lain hanya melibatkan sebagian kecil 
perusahaan. Dari 4.200.000 juta perusahaan di Indonesia yang dapat 
menyediakan barang/jasa, hanya sekitar 150.000 perusahaan (3,5%) yang terlibat 
pengadaan barang/jasa setiap tahunnya. Jumlah perusahaan yang terlibat dalam 
pengadaan barang/jasa berbanding terbalik dengan jumlah uang yang berputar di 
pasar pengadaan barang/jasa di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian 
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Keuangan, APBN 2016 yang dianggarkan untuk pengadaan pemerintah pusat 
mencapai Rp510 Triliun dari total belanja Rp1.306,7 Triliun. Hal ini menunjukan 
perlu adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk melibatkan lebih 
banyak pelaku usaha agar pasar pengadaan barang/jasa lebih kompetitif dan 
manfaat ekonominya lebih tersebar luas.  
Ada tiga permasalahan dalam proses pengadaan pemerintah yang harus 
diatasi berdasarkan uraian di atas. Pertama, lambatnya proses pengadaan 
mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran. Kedua, fraud dan kelalaian 
mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan. Ketiga, akses pasar 
pengadaan yang masih eksklusif. E-purchasing adalah inovasi yang dikeluarkan 
pemerintah untuk mengatasi ketiga masalah di atas. E-purchasing merupakan 
metode pengadaan barang dan jasa yang prosesnya menyerupai sistem belanja 
online yang marak pada saat ini seperti lazada.com, bukalapak.com, 
elevenia.com, dan lain-lain. E-purchasing melengkapi metode pengadaan barang 
dan jasa pemerintah yang sebelumnya terdiri dari pelelangan/seleksi umum, 
pelelangan/seleksi terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, 
pengadaan langsung, kontes dan sayembara. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 107, e-
purchasing sebagai bagian dari pengadaan secara elektronik memiliki  tujuan 
untuk meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efisiensi 
proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 
mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses 
informasi yang real-time. Tranparansi, akses pasar dan efisiensi proses 
pengadaan merupakan tiga tujuan pengadaan secara ektronik yang menjawab tiga 
permasalahan di atas. 
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E-purchasing telah diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap Kementerian, 
Lembaga, Daerah, dan Instansi untuk setiap barang/jasa yang telah termuat dalam 
sistem katalog elektronik. Kewajiban ini berlaku semenjak penerbitan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Salah satu contoh pelaksanaan e-purchasing 
adalah pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen 
Kemenkeu). Itjen Kemenkeu semenjak tahun 2015 telah merealisasikan 
pengadaan-pengadaan secara e-purchasing seperti Pengadaan Peralatan 
Komputer pada tahun 2015 senilai Rp1.416.100.000, Pengadaan Perangkat Keras 
Pendukung TABK pada tahun 2015 senilai Rp368.021.200, Pengadaan Perangkat 
Pengolah Data Paket I pada tahun 2016 senilai Rp322.020.000, dan Pengadaan 
Perangkat Keras Pendukung Lab audit TI pada tahun 2016 senilai Rp82.250.000. 
Implementasi teknologi diakui dapat mempengaruhi perilaku apabila ditinjau 
dari sisi teori perilaku. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985:12) menyebutkan 
bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah 
Attitude Toward Behavior, yaitu keyakinan seseorang bahwa suatu perilaku 
berdampak positif. Faktor kedua adalah Subjective Norm, yaitu keyakinan 
seseorang bahwa suatu perilaku disetujui oleh lingkungan sosialnya. Adapun 
faktor ketiga adalah Perceived Behavior Control, yaitu keyakinan seseorang 
bahwa suatu perilaku mudah atau sulit direalisasikan. Implementasi teknologi 
berupa e-purchasing diharapkan berperan mempengaruhi perceived behavior 
control para pihak yang terkait dalam proses pengadaan pemerintah agar meyakini 
bahwa perilaku transparan, efisien (baik dalam hal proses maupun biaya), 
meningkatkan akses pasar merupakan hal yang mudah dilakukan. Theory of 
Planned Behavior menyatakan semakin mudah suatu perilaku untuk 




E-purchasing sebagai bentuk penggunaan teknologi berdasarkan Theory of 
Planned Behavior akan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan pengadaan 
secara elektronik. Hal ini pun terlihat dalam praktik yang terjadi Itjen Kemenkeu, 
dengan tidak adanya batasan nilai barang atau jasa yang dapat diadakan secara 
e-purchasing dan proses pengadaan yang lebih sederhana membuat Itjen 
Kemenkeu dapat melaksanakan pengadaan dengan nilai yang besar dan dengan 
waktu yang lebih singkat. Penggunaan e-purchasing juga menurunkan risiko 
terjerat perkara korupsi bagi para pejabat pengadaan karena penentuan harga 
barang/jasa di katalog e-purchasing sepenuhnya berada di Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog elektronik nasional, 
Kementerian terkait untuk katalog elektronik sektoral, dan Pemerintah Daerah 
untuk katalog elektronik daerah. 
Kemudahan-kemudahan di atas bukan berarti e-purchasing tidak 
menimbulkan pendapat negatif di kalangan pelaku pengadaan di Indonesia. 
Rizkiani (2017:5) menjelaskan bahwa: 
“Diskusi dalam salah satu forum pengadaan online (www.pengadaan.id) 
menyebutkan bahwa e-purchasing justru berpotensi merusak persaingan sehat di 
antara para penyedia barang/jasa, sebab mekanisme seleksi penyedia barang/jasa 
yang bisa terdaftar di LKPP dinilai masih belum terorganisir dengan baik. Penyedia 
barang/jasa yang saat ini terdaftar di LKPP justru didominasi oleh perusahaan besar 
dengan nilai aset miliaran rupiah. Selain itu, akses internet yang belum merata antara 
wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia juga berpotensi menyebabkan pasar 
pengadaan semakin sulit diakses oleh pengusaha daerah. Ada pula yang menilai 
bahwa metode e-purchasing hanya memindahkan risiko terjadinya korupsi yang 
semula berada di masing-masing instansi pemerintah kini sepenuhnya berada di 
LKPP, karena dengan adanya e-purchasing wewenang memilih penyedia barang/jasa 
murni berada di LKPP”. 
Tapi tentu saja pendapat-pendapat di atas tidak dapat dijadikan landasan 
ilmiah untuk menilai pengaruh e-purchasing dalam pencapaian tujuannya 
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 terutama mengenai transparansi, akses pasar dan efisiensi proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Berdasarkan Theory of Planned Behavior implementasi teknologi 
Implementasi teknologi berupa e-purchasing diharapkan berperan mempengaruhi 
perceived behavior control para pihak yang terkait dalam proses pengadaan 
pemerintah agar meyakini bahwa perilaku transparan, efisien (baik dalam hal 
proses maupun biaya), meningkatkan akses pasar merupakan hal yang mudah 
dilakukan. Untuk menilai pengaruh e-purchasing terhadap pencapaian tujuannya 
terutama mengenai transparansi, akses pasar dan proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah tentu dibutuhkan bukti empiris. Sebatas yang Peneliti ketahui, sampai 
saat ini belum ada penelitian yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
e-purchasing di satuan-satuan kerja pemerintah khususnya Kementerian 
Keuangan terhadap transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Berangkat dari fenomena ini, Peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh E-Purchasing Terhadap 
Transparansi, Akses Pasar, dan Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah pada Kementerian Keuangan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneltian ini mencoba menjawab 
pertanyaan sebagai berikut.  
1. Apakah e-purchasing berpengaruh terhadap transparansi pengadaan 
barang/jasa pemerintah? 
2. Apakah e-purchasing berpengaruh terhadap akses pasar pengadaan 
barang/jasa pemerintah? 










1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada sub bab sebelumnya, 
maka tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai. 
1. E-purchasing berpengaruh atau tidak terhadap transparansi pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
2. E-purchasing berpengaruh atau tidak terhadap akses pasar pengadaan 
barang/jasa pemerintah 




1.4 Kegunaan Penelitian  
Kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoretis 
a. Memberikan bukti empiris pengaruh e-purchasing terhadap transparansi, 
akses pasar dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah bagi 
kalangan akademisi. 
b. Pengembangan ilmu di bidang Sistem Informasi Akuntansi  
2. Kegunaan Praktis 
a. Menjadi landasan untuk pengembangan sistem e-purchasing di masa 
mendatang. 
b. Memberikan keyakinan mengenai manfaat nyata e-purchasing. 
 
 
1.5  Sistematika Penulisan  
 
Sistematika penulisan yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
Bab II merupakan Tinjauan Pustaka dan pengembangan hipotesis. Bab ini 
menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan pembahasan hipotesis, yang 
berisikan landasan teori dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu yang 
dijadikan kerangka konseptual untuk perumusan hipotesis.  
Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini mencakup obyek dan lokasi 
penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis 
data.  
Bab IV merupakan hasil penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai analisa data 
terhadap pengujian hipotesis dan pembahasan secara teoritik baik secara 
kuantitatif maupun statistik. Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini 
difokuskan pada kesimpulan hasil penelitian serta mencoba untuk menarik 











2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Theory of Planned Behavior 
Icek Ajzen pada tahun 1985 mengajukan Theory of Planned Behavior dalam 
artikelnya yang berjudul “From Intentions to Actions: a Theory of Planned 
Behavior”. Teori ini adalah sebuah teori yang menjelaskan perilaku manusia. 
Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan Theory of Reasoned 
Action yang diajukan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Theory 
of Reasoned Action menyatakan jika seseorang menilai bahwa suatu perilaku 
berdampak positif (Attitude Toward Behavior) dan orang tersebut berpikir bahwa 
orang lain menginginkan ia melakukan perilaku tersebut (Subjective Norms), maka 
akan semakin besar kecenderungannya orang tersebut merealisasikan perilaku 
itu. Dengan demikian, Theory of Reasoned Action menyatakan bahwa perilaku 
seseorang hanya ditentukan dua faktor, yaitu Attitude Toward Behavior dan 
Subjective Norms. 
Perceived Behavioral Control/ Persepsi Kendali Perilaku merupakan faktor 
ketiga yang diajukan Icek Ajzen di tahun 1985 dalam Theory of Planned Behavior 
sebagai pengembangan Theory of Reasoned Action. Kedua faktor dalam Theory 
of Reasoned Action dianggap kurang komprehensif dalam memprediksi perilaku 
individu karena tidak semua orang yang berpikir bahwa suatu perilaku positif dan 
sesuai norma sosial pasti akan merealisasikan perilaku tersebut. Perceived 




Perceived Behavioral Control secara sederhana didefinisi sebagai persepsi 
yang diyakini seseorang mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan 
merealisasikan perilaku. Ilustrasi berikut dapat memberikan gambaran sederhana 
untuk menunjukan bagaimana Perceived Behavioral Control dapat mempengaruhi 
perilaku seseorang. Ada dua orang yang sama-sama memiliki keyakinan pribadi 
(Attitude Toward Behavior) bahwa bersepeda ke kantor itu baik untuk kesehatan. 
Kedua orang tersebut tinggal di masyarakat yang juga mendukung kegiatan 
bersepeda ke kantor sebagai suatu aktivitas positif (Subjective Norm). Hal yang 
membedakan di antara dua orang tersebut hanya satu. Orang pertama yakin 
bahwa bersepeda ke kantor itu sulit (Perceived Behavioral Control) sehingga ia 
memilih tidak merealisasikan keinginannya bersepeda ke kantor, sedangkan orang 
kedua yakin bahwa bersepeda ke kantor itu mudah (Perceived Behavioral Control) 
sehingga ia merealisasikan keinginannya bersepeda ke kantor. Ilustrasi di atas 
menggambarkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi mengenai 
tingkat kemudahan atau kesulitan untuk merealisasikan perilaku. 
Dari penelitian Kang (2006:841) dapat disimpulkan bahwa Perceived 
Behavioral Control berpengaruh signifikan terhadap perilaku menggunakan e-
coupon, Ernawati dan Purnomosidhi (2010:14) menyatakan “Perceived Behavioral 
Control berpengaruh langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak”, serta dari 
penelitian Pratana dan Japarianto (2014:6) dapat disimpulkan bahwa Perceived 
Behavioral Control berpengaruh signifikan terhadap perilaku membeli di SOGO 
Department Store Surabaya. Penelitian-penelitian di atas merupakan sebagian 
contoh dari penelitian-penelitian dalam berbagai bidang yang berhasil 





Gambar 2.1 Model Theory Of Planned Behavior (sumber: Ajzen,1985) 
 
Gambar 2.1 merupakan ilustrasi model Theory of Planned Behavior. Berbagai 
bidang keilmuan, termasuk dalam Sistem Pengendalian Manajemen untuk 
mengatur perilaku individu di dalam organisasi, dapat mengaplikasi teori ini. 
Perilaku yang negatif harus dibuat sesulit mungkin,  sedangkan perilaku yang 
positif harus dibuat semudah mungkin. Theory of Planned Behavior menyebutkan 
bahwa Perceived Behavioral Control dapat dikendalikan dengan menggunakan 
Control Belief. Implementasi teknologi informasi dapat membantu dalam 





Gambar 2.2 Contoh Peran Teknologi dalam Theory of Planned Behavior 
(sumber: Rizkiani, 2017) 
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Rizkiani (2017:11-12) menggunakan Gambar 2.2 untuk menceritakan bahwa 
ada suatu manajemen minimarket yang mengharapkan para pramuniaganya tidak 
mencuri uang atau barang dagangan. Manajemen minimarket tersebut memasang 
kamera pengintai/CCTV (Control Beliefs) untuk membuat pramuniaga merasa 
tindakan pencurian sulit dilakukan tanpa risiko ketahuan (Perceived Behavioral 
Control). Implikasinya, tidak ada pramuniaga yang berniat mencuri uang atau 
barang dagangan (Intention Not to Act) dari minimarket tersebut. Pada akhirnya, 
perilaku (Behavior) yang diharapkan oleh manajemen minimarket tersebut untuk 
tidak mencuri dapat tercapai. Melalui contoh sederhana itu, dapat terlihat 
bagaimana teknologi dapat mempengaruhi perilaku manusia. 
Dari penelitian Black dan Lynch (1997:26) dapat disimpulkan bahwa teknologi 
informasi berpengaruh positif terhadap perilaku produktif, dari penelitian Green 
(2001:72) dapat disimpulkan bahwa teknologi pengendali stimulus berpengaruh 
positif terhadap perkembangan perilaku penyandang autisme, dari penelitian 
Rahayu dan Lingga (2009:119) dapat disimpulkan bahwa menemukan 
modernisasi teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku 
kepatuhan wajib pajak, serta dari penelitian Bertot et al. (2010:269) dapat 
disimpulkan bahwa teknologi e-government dan sosial media berpengaruh positif 
terhadap perilaku transparansi pemerintah. Penelitian-penelitian dalam berbagai 
bidang di atas berhasil memberikan bukti empiris bahwa implementasi teknologi 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku. 
 
 
2.1.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya 
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dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa. Dana yang dibelanjakan melalui kegiatan 
pengadaan dapat berasal dari APBN/APBD maupun Hibah. Kegiatan pengadaan 
di Indonesia mengalami banyak perkembangan sejak diluncurkannya reformasi 
pengadaan yang merupakan bagian dari reformasi keuangan negara pada tahun 
2003. Ada empat pilar inti yang menjadi penyangga reformasi pengadaan, yaitu 
penyempurnaan regulasi, perbaikan proses bisnis, perombakan institusi, serta 
peningkatan integritas dan transparansi. 
Penyempurnaan regulasi diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 80 Tahun 2003. Dalam kurun waktu 2003-2007, Keppres 
tersebut telah mengalami tujuh kali perubahan, terakhir diubah dengan Keppres 
Nomor 95 Tahun 2007 yang berlaku hingga tahun 2010. Metode pengadaan yang 
berlaku dalam Keppres ini masih merupakan metode konvensional (pelelangan 
umum, seleksi umum, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung). Kemudian, 
Keppres tersebut dicabut dan diterbitkan peraturan baru yang lebih tinggi 
hierarkinya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Beberapa 
hal yang berubah dari Perpres ini adalah metode pemilihan penyedia yang dapat 
digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan atau Pejabat Pengadaan. Secara 
ringkas metode pemilihan penyedia menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 
sebagaimana diubah terkhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai 
berikut: 
1. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pelelangan Sederhana; 
d. Penunjukan Langsung; 
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e. Pengadaan Langsung; atau 
f. Kontes. 
2. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan Langsung; atau  
e. Pengadaan Langsung. 
3. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Sederhana; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayembara. 
4. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam 
negeri. 
5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 
a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; 
b. Penunjukan Langsung; 
c. Pengadaan Langsung; atau 
d. Sayembara. 
Selain perubahan metode pengadaan secara manual, Perpres nomor 54 
Tahun 2010 juga memperkenalkan Metode Pengadaan Secara Elektronik (E-
Procurement). Menurut Davila et al. (2003:11) dalam jurnal “Moving Procurement 
Systems to The Internet”, E-procurement adalah (i) teknologi yang dirancang untuk 
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memfasilitasi pengadaan barang melalui internet,(ii) manajemen seluruh aktivitas 
pengadaan secara elektronik, dan (iii) aspek-aspek fungsi pengadaan yang 
didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Bank 
Dunia dalam publikasi tentang “E-GP: World Bank Draft Strategy 2003” dan The 
Asian Development Bank, The Inter-American development Bank, dan The World 
Bank (2004:4) dalam Electronic Government Procurement, Roadmap 
menyebutkan bahwa Electronic Government Procurement (e-GP) adalah 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh 
pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan 
para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi 
yang dibutuhkan oleh sektor publik. Ippolito (2003) pada Nasution (2012:13) 
menyatakan e-procurement sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan 
langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa 
secara online, melalui peluang- peluang yang ditawarkan oleh internet dan e-
commerce. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sendiri manyatakan bahwa 
pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang diatur oleh 
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari dari e-tendering dan e-purchasing. E-
Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 
secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar 
pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) 
kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. E-Purchasing adalah tata cara 
pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. 
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Pelaksanaan e-procurement pada awalnya hanya bersifat optional atau tidak 
wajib dilakukan. Hal ini berlaku hingga penerbitan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 
yang mewajibkan seluruh pengadaan barang/jasa menggunakan metode e-
procurement. Pada prinsipnya seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah menggunakan metode pelelangan/seleksi umum dan wajib 
menggunakan e-tendering tetapi Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan 
Pengadaan dapat memilih menggunakan metode selain pelelangan/seleksi umum 
apabila pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan memenuhi syarat tertentu. 
Pelelangan terbatas untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat 
kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas. Pelelangan sederhana untuk 
pengadaan barang atau jasa lainnya yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi 
Rp5.000.000.000. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi 
yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000. Seleksi 
sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi yang sederhana dan bernilai paling 
tinggi Rp200.000.000. Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa 
dengan keadaan tertentu, dan/atau pengadaan Barang khusus/Pekerjaan 
Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. Pengadaan langsung untuk 
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp200.000.000 dengan ketentuan merupak kebutuhan operasional K/L/D/I, 
teknologi sederhana, risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh Penyedia 
Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta 
koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis 
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.  
Metode terakhir adalah e-purchasing yang wajib digunakan apabila barang/jasa 
yang dibutuhkan sudah tercantum dalam katalog elektronik yang dikelola LKPP 
tanpa melihat besaran nilai pengadaan barang/jasa tersebut. 
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Seluruh metode pengadaan di atas menggunakan tata cara e-tendering dalam 
pelaksanaannya kecuali e-purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan 
langsung. Dengan demikian secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah di 
Indonesia menggunakan 4 metode pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu: 
1. E-Purchasing (Pembelian Elektronik) 
Alur pelaksanaan e-purchasing akan dijelaskan mendetail pada subsubbab 
berikutnya. 
2. E-Tendering (Lelang Elektronik) 
Secara ringkas, alur e-tendering berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 
Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
1. Persiapan Pemilihan 
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik harus melakukan pendaftaran 
sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan 
rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan 
Pengadaan (Pokja ULP). 
3) Surat beserta lampirannya (rencana pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak) dapat berbentuk dokumen 
elektronik. 
b. Pokja ULP 
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1) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan password) 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik harus melakukan 
pendaftaran sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana 
pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta 
melaksanakan pemilihan. 
3) Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. 
c. Penyedia Barang/Jasa 
1) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE 
wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik. 
2) Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya 
belum tersedia/belum dimutakhirkan dalam Sistem Informasi Kinerja 
Penyedia (SIKaP), wajib mengisi/melakukan pemutakhiran riwayat kinerja 
dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP. 
3) Penyedia barang/jasa dapat memilih kriteria paket pekerjaan dan/atau 
kriteria kualifikasi untuk diundang mengikuti E-tendering. 
d. LPSE 
1) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan 
verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
2) LPSE dapat mendelegasikan tugas di atas kepada pengguna Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan 
ketentuan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
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2. Pelaksanaan Pemilihan 
a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi 
1) Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran 
a) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik merupakan paket pemilihan baru atau paket 
pemilihan ulang pengadaan secara elektronik. 
b)  Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan 
berdasarkan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal 
Pokja ULP. 
c) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar 
pembuatan paket  
d) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari 
kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang 
diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya. 
e) Pokja ULP menyusun jadwal dengan memperhatikan jam kerja dan 
hari kerja untuk tahapan: 
(1) pemberian penjelasan; 
(2) batas akhir pemasukan penawaran; 
(3) pembukaan penawaran; 
(4) pembuktian kualifikasi; dan 
(5) batas akhir sanggah. 
f) Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan 
wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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g) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan 
cara: 
(1) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar 
dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan diunggah 
(upload) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; atau 
(2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form 
isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
h) Penyusunan dokumen pengadaan disesuaikan dengan syarat dan 
ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (user guide). 
i) Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik secara otomatis akan 
menampilkan informasi pengumuman pemilihan Penyedia barang/jasa 
paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
2) Pemberian Penjelasan 
a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka 
melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait 
dengan dokumen pengadaan. 
c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk 
substansi pertanyaan yang telah dijawab. 
d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat 




e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia 
barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP 
masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang 
masuk pada akhir jadwal. 
f) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian 
penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan. 
g) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi 
lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian 
Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian 
penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan. 
h) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara 
Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload) pada aplikasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik oleh Pokja ULP. 
i) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang 
dengan mengunggah (upload) adendum dokumen pengadaan melalui 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik paling kurang 2 (dua) 
hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. 
j) Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan 
penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP 
memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. 
3) Pemasukan Data Kualifikasi 
a) Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi 
yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
b) Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik belum mengakomodir data kualifikasi 
yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah 
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(upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
c) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa 
untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas 
komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas 
komunikasi lainnya. 
d) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia 
barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut: 
(1)  yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 
(2)  yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk 
dalam daftar hitam; 
(3)  perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 
(4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari 
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar 
dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, 
atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja 
sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan 
badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan 
secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak 




(5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 
pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan 
K/L/D/I. 
(6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum 
dalam dokumen pengadaan. 
e) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/ 
bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan 
usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama 
lain. 
4) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran 
a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian 
penawaran pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau 
Apendo/Spamkodok. 
b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara 
(1)   satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga 
disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi. 
(2) dua file maka dokumen penawaran administrasi dan teknis 
disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta 
penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran 
terenkripsi lainnya, yang disampaikan bersamaan. 
(3) dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis 
disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta 
penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran 
terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan. 
c) Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok. 
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d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari 
dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik dianggap sah sebagai dokumen 
elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh 
pemimpin/direktur perusahaanatau kepala cabang perusahaan yang 
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik 
atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak 
mewakili perusahaan yang bekerjasama. 
e) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (upload) ulang file 
penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran 
sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 
f) Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik wajib mengetahui dan 
melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang 
melekat pada Apendo/Spamkodok. 
g) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/ 
bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan 
usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama 
lain. 
h) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan, Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal 
pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan 
perubahan. 
i) Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan 
penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak 
ada peserta yang memasukkan penawaran. 
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j) Pepanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama dengan 
batas akhir pemasukan penawaran. 
5) Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran,serta Pengumuman 
Pemenang 
a) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh 
(download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan 
menggunakan Apendo/Spamkodok. 
b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas 
yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
c) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), 
Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE 
dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran 
tersebut kepada LKPP. 
d) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang 
disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan 
memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja ULP. 
e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak 
dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file 
penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan 
Penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut 
dianggap tidak memasukkan penawaran. 
f) Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat 
dibuka (dekripsi) Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal 
evaluasi dan tahapan selanjutnya. 
g) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (offline). 
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h) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta 
seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah 
pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis,dan/atau data 
Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja 
Penyedia (SIKaP) 
i) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi 
kualifikasi pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
j) Pokja ULP mengumumkan Pemenang dan Pemenang Cadangan 
melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan format 
dan isi yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik. 
6) Sanggahan 
a) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah 
memasukkan data kualifikasi/ penawaran. 
b) File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran 
yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
(1) Satu file: harga penawaran daftar kuantitas dan harga untuk 
kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan 
deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. 
(2)   Dua file atau dua tahap: 
(a) File I atau file tahap I: jangka waktu penawaran, dan 
deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. 
(b) File II atau file tahap II: harga penawaran, daftar kuantitas dan 
harga untuk kontrak harga satuan/gabungan. 
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c) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan 
kepada Pokja ULP melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik. 
d) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik. 
e) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang 
menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan 
secara online melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara 
online melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik maka 
sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (offline). 
7) Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau 
Pemilihan Ulang 
Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian 
ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, maka Pokja ULP harus 
memasukkan alasan pemilihan harus dievaluasi diulang atau 
penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang. 
8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik. 
b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE 
kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk. 
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d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan 
SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (offline), menginputkan informasi dan mengunggah 
(upload) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik. 
9) Penandatanganan Kontrak 
a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik. 
b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui 
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
c) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan 
PPK di luar aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
d) Dalam hal aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik belum dapat 
mengakomodir pembuatan Kontrak maka PPK membuat dan 
mencetak Kontrak di luar aplikasi Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (offline) dan PPK memasukkan informasi dan 
mengunggah (upload) hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak 
pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 
3. Penunjukan Langsung 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjelaskan: 
a. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan 
Darurat 
1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka 
PA/KPA mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang 
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dan/atau memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk 
memproses Penunjukan Langsung. 
2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk Penyedia yang dinilai 
mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan,  
3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
4) Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai 
berikut: 
a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, 
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia (apabila 
diperlukan); 
b) PPK, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia 
membahas jenis, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan waktu 
penyelesaian pekerjaan; 
c) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada 
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. 
d) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen 
Pengadaan sesuai hasil pembahasan; 
e) Dokumen Pengadaan disampaikan kepada Penyedia; 
f) Penyedia menyampaikan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen 
Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: formulir isian 
kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga kepada Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan; 
g) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen 
Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga; 
h) Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga 
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untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 
i) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara 
Hasil Penunjukan Langsung: 
j) Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia berdasarkan Berita Acara 
Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
k) Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia berdasarkan Berita 
Acara Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
l) Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang untuk nilai 
di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PA 
yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan. 
m) PA menetapkan pemenang berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja 
ULP. Apabila PA tidak setuju dengan usulan Kelompok Kerja ULP 
dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau 
menyatakan penunjukan langsung gagal. 
n) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil 
penetapan Penyedia yang ditunjuk di website Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat kecuali untuk pekerjaan yang 
bersifat rahasia, yang memuat: 
o) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP Kemen-
terian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan 
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apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti 
penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan 
p) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses 
Kontrak/SPK. 
b. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk 
Penanganan Darurat 
1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus 
menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung 
kepada Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk 
mengerjakan pekerjaan tersebut. 
2) Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi. 
3) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi 
kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum. 
4) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian 
kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum 
5) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan. 
6) Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul 
yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung 
atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan. 
7) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan 
melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan sistem 
gugur. 
8) Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk 
34 
 
mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
9) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kelompok 
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia lain. 
10) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil 
Penunjukan Langsung. 
11) Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia berdasarkan Berita Acara 
Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
12) Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia berdasarkan Berita Acara 
Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
13) Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang untuk nilai di 
atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PA yang 
ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan. 
14) PA menetapkan pemenang berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja 
ULP. Apabila PA tidak setuju dengan usulan Kelompok Kerja ULP 
dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan 
pelelangan gagal. 
15) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil 
penetapan Penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 
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16) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan 
apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti 
penyimpangan prosedur dan/atau KKN. 
17) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses 
Kontrak/SPK. 
4. Pengadaan Langsung 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjelaskan: 
1) PPK menyusun spesifikasi teknis dan HPS serta menyerahkannya 
kepada Pejabat Pengadaan. 
2) Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia melalui surat untuk 
memberikan penawaran setelah membandingkan harga dan kualitas 
paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda. 
3) Penyedia yang mendapatkan surat undangan mengirimkan surat 
penawaran berisi harga dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan 
kepada pejabat pengadaan. 
4) Pejabat Pengadaan dan penyedia melakukan negosiasi harga serta 
klarifikasi teknis. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Negosiasi (BAHN). 
5) PPK menandatangani kontrak dengan penyedia sesuai dengan BAHN. 
Pengembangan metode pengadaan tersebut adalah wujud pilar reformasi 
pengadaan yang kedua yaitu perbaikan proses bisnis. Selain pengembangan 
metode, perbaikan proses bisnis juga diwujudkan dalam bentuk pemisahan tugas 
aparat pengadaan. Metode pengadaan apapun yang dipakai, secara umum ada 4 
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pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang masing-masing bekerja secara 
independen dan tidak boleh saling mempengaruhi, yaitu: 
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. Atas dasar itulah, PPK merupakan orang yang berwenang 
menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, menetapkan 
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai batas atas harga kontrak yang 
diperbolehkan, menandatangani kontrak pengadaan dengan penyedia 
barang/jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan 
apabila terjadi sengketa/permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. 
2. Pejabat /Unit Layanan Pengadaan 
Pejabat/ Unit Layanan Pengadaan adalah orang yang bertugas memilih 
Penyedia Barang/Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
spesifikasi barang/jasa yang telah ditetapkan PPK. Pejabat/ Unit Layanan 
Pengadaan juga berwenang melakukan negosiasi harga dengan Penyedia 
Barang/Jasa agar harga kontrak tidak melebihi HPS yang ditetapkan PPK. 
Kedudukan Pejabat/ Unit Layanan Pengadaan bersifat independen, sehingga 
idealnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun (termasuk oleh PPK) 
dalam memilih Penyedia Barang/Jasa. 
3. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
Apabila kontrak pengadaan telah selesai dilaksanakan, hasil pekerjaan 
Penyedia Barang/Jasa wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Pejabat/Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila hasil pekerjaan telah dinyatakan lengkap 
dan dalam kondisi baik oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka 




4. Penyedia Barang/Jasa 
Penyedia Barang/Jasa merupakan badan usaha/orang perorangan yang 
terpilih untuk menyediakan barang/jasa dengan harga tertentu. 
Selanjutnya, pilar reformasi pengadaan yang ketiga adalah perombakan 
institusi. Perombakan institusi ini dimulai dengan pembentukan LKPP sebagai 
pusat pengembangan kebijakan dan sistem pengadaan nasional. Selain itu, 
dibentuk pula Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE di masing-masing 
instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. 
Pilar reformasi yang keempat yaitu peningkatan integritas dan transparansi 
diwujudkan dalam bentuk memasukkan materi integritas ke dalam kurikulum diklat 
pengadaan, mewajibkan penandatanganan pakta integritas sebelum seseorang 
dilantik sebagai aparat pengadaan, serta penggunaan teknologi informasi untuk 
meningkatkan transparansi pengadaan. Dengan keempat pilar reformasi tersebut, 
kegiatan pengadaan di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang ke arah 




Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, E-Purchasing didefinisi 
sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 
Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar diwajibkannya setiap instansi 
pemerintah melakukan pengadaan melalui e-purchasing. Metode E-Purchasing 
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh 
Pimpinan Instansi/Institusi. Sistem e-purchasing di Indonesia dapat diakses 
melalui laman www.e-katalog.lkpp.go.id.  
Sejumlah peraturan teknis telah diterbitkan oleh LKPP sebagai pedoman bagi 
para pelaku pengadaan dalam mengimplementasikan e-purchasing pada tataran 
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praktis. Peraturan teknis tersebut meliputi Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 
2016, Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem 
Nomor 7 Tahun 2015, serta Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2015. Rizkiani 
(2017: 20-23) memberikan ringkasan pokok-pokok ketiga peraturan tersebut 
sebagai berikut: 
a. Tata cara pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik 
Proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk dicantumkan dalam katalog 
elektronik dilakukan oleh LKPP untuk Katalog Nasional, Kementerian untuk 
Katalog Sektoral atau Pemerintah Daerah untuk Katalog Lokal. Prosesnya bisa 
melalui lelang/non-lelang. Usulan barang/jasa yang dicantumkan ke dalam e-
katalog bisa berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau 
penyedia barang/jasa. Kriteria utama suatu barang/jasa dinyatakan layak untuk 
dicantumkan di katalog elektronik adalah kebutuhan instansi serta jangkauan 
layanan. 
b. Tata cara pembelian 
1) Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan/Institusi, 
atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket pembelian barang 
melalui aplikasi e-purchasing berdasarkan informasi spesifikasi teknis 
barang dan Harga Perkiraan Sendiri yang diberikan oleh PPK dan data 
Barang yang terdapat pada sistem Katalog Elektronik sebagaimana 
tercantum pada portal pengadaan nasional; 
2) PP, Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan/Institusi, atau PPK 
mengirimkan permintaan pembelian barang kepada Penyedia Barang yang 
terdaftar pada sistem Katalog Elektronik melalui aplikasi e-purchasing; 
3) Penyedia Barang memberikan persetujuan atas permintaan pembelian 
Barang melalui aplikasi e-purchasing paling lambat 3 hari kerja; 
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4) PP atau Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan/Institusi mengirimkan 
permintaan pembelian Barang yang telah disetujui oleh Penyedia Barang 
kepada PPK pada sistem Katalog Elektronik melalui aplikasi e-purchasing. 
Jika e-purchasing dilakukan oleh PPK, maka proses ini tidak perlu 
dilakukan; 
5) PPK memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui 
aplikasi e-purchasing. Jika e-purchasing dilakukan oleh PPK, maka proses 
ini tidak perlu dilakukan; 
6) PP, Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan/Institusi, atau PPK 
mengirimkan surat pesanan pembelian Barang yang telah disetujui kepada 
Penyedia Barang pada sistem Katalog Elektronik melalui aplikasi e-
purchasing; 
7) PPK menyusun surat perjanjian pembelian Barang dan mengunggah 
softcopy surat perjanjian pembelian barang yang telah ditandatangani  PPK 
dan Penyedia ke dalam aplikasi e-purchasing; 
8) Penyedia Barang mengirimkan Barang sesuai dengan ketentuan yang 
disepakati; 
9) Penyedia Barang memberitahukan status pengiriman Barang kepada PPK 
atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi melalui 
aplikasi e-purchasing; 
10) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima dan melakukan 
pemeriksaan barang paling lambat 5 hari kerja sejak barang diterima. 
Apabila ditemukan kerusakan/ketidaksesuaian, PPHP menyampaikan 
pemberitahuan kepada PPK; 
11) Atas dasar pemberitahuan PPHP, PPK mengajukan  permintaan 
penggantian barang dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan 
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Barang kepada Penyedia Barang paling lambat 3 hari kerja sejak Tanggal 
Penerimaan Barang; 
12) PPK membuat status penerimaan Barang kepada Penyedia Barang melalui 
aplikasi e-purchasing; 
13) Biaya pengiriman Barang ditanggung oleh Pihak Pembeli, kecuali dalam 
hal pengembalian Barang akibat terjadinya kerusakan dan/atau 
ketidaksesuaian spesifikasi Barang yang dipesan. 
c. Pengadaan yang dikecualikan dari e-purchasing 
1) Barang/Jasa belum tercantum dalam e-katalog; 
2) Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada e-katalog tidak sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan; 
3) Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan 
terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; 
4) Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian 
maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan keketersediaan 
barang (stock); 
5) Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan 
barang/jasakarena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa; 
6) Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi 
menyetujui pesanan barang/jasa; 
7) Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian 
sementara dalam sistem transaksi e-purchasing; dan/atau 
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8) Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi 
harga barang/jasa melalui e-purchasing untuk komoditas online shop pada 
periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan 
persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan 
selain melalui e-purchasing. 
Meskipun e-purchasing sudah diperkenalkan sejak Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 berlaku, sifatnya yang tidak wajib dan masih kecilnya jumlah jenis 
komoditas yang tercantum di e-katalog membuat penggunaannya tidak umum 
dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. Penggunaan e-purchasing pada 
masa itu hanya terbatas pengadaan kendaraan dinas roda dua, roda empat, 
kendaraan dinas lainnya, obat, benih, dan barang/jasa lainnya yang 
pemakaiannya spesifik untuk sektor tertentu. 
Perpres Nomor 4 Tahun 2015 merubah keadaan di atas. Kewajiban untuk 
mennggunakan e-purchasing dan semakin bervariasinya komoditas yang 
tercantum di e-katalog membuat e-purchasing semakin banyak digunakan. Hal ini 
memunculkan berbagai penelitian mengenai penggunaan e-purchasing dalam 
pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia. Sutriatmoko et al. (2015:267) dan 
Ningsih et al. (2015:233) meneliti hubungan penerapan elektronik katalog (istilah 
lain dari e-purchasing) terhadap efisiensi pengadaan dan ketersediaan obat. 
Hasilnya ditemukan bahwa penerapan e-purchasing berpengaruh positif terhadap 
efisiensi dan ketersediaan obat. Rahadian et al. (2015:2.3-13) meneliti kepuasan 
pengguna e-purchasing dan menemukan bahwa kualitas layanan dan kualitas 
sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna terhadap sistem e-
purchasing. Rizkiani (2017:6) meneliti perbedaan efektivitas pengadaan 
pemerintah sebelum dan setelah implementasi e-purchasing menurut persepsi 
penyedia bidang usaha komunikasi dan informatika yang menemukan bahwa dari 
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persepsi penyedia penggunaan e-purchasing meningkatkan efektivitas dalam 
pencapaian tujuan e-procurement. Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada 
penelitian mengenai pengaruh e-purchasing terhadap transparansi, akses pasar, 
dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.. 
 Namun demikian, Wibowo (2015:49) memberikan beberapa catatan kritis 
mengenai e-purchasing. Catatan pertama, sistem ini tidak memiliki parameter 
yang jelas untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi penyedia. Catatan 
kedua, sistem ini mengurangi unsur kompetisi karena perusahaan yang belum 
terdaftar di katalog elektronik tidak diperbolehkan untuk dipilih menjadi penyedia. 
Padahal, masih menurut Wibowo (2015:50), jika merujuk pada praktik yang 
diberlakukan di European Union (Uni Eropa), perusahaan manapun yang ingin 
berpartisipasi tidak boleh dihalang-halangi (Pasal 34 (1) dan (2) Directive 
2014/24/EU). Kim et al. (2013) dalam Wibowo (2015:50) mengemukakan, di Korea 
Selatan praktik e-purchasing dikritik keras oleh lembaga audit pemerintah negara 
tersebut karena memperlebar peluang terjadinya korupsi. Saat ini, praktik e-
purchasing di Korea Selatan diperketat aturannya, terutama untuk pengadaan 
dengan nilai di atas $50,000. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, 




2.1.4 Tujuan Pengadaan Secara Elektronik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti tingkat 
keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, 
yang berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna. Jadi, suatu program atau 
upaya dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki. 
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Singk (2008) dalam Nasution (2012:14) menyatakan bahwa penerapan e-
procurement secara umum memiliki beberapa tujuan yaitu (i) mengurangi waktu 
pelaksanaan pengadaan, (ii) meningkatkan akses kepada supplier untuk 
memastikan perluasan partisipasi, (iii) mengurangi biaya pengadaan melalui 
competitive bidding dan reverse auctioning, (iv) menghilangkan sistem kartel oleh 
suppliers group, (v) meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, dan (vi) 
hampir menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi 
efisiensi. 
The Asian Development Bank, The Inter-American Development Bank dan 
The World Bank (2004) menyebutkan 3 tujuan e-procurement sebagaimana 
terlihat pada gambar 2.4, yaitu : 
1. Governance dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
2. Effectiveness meliputi efisiensi dan value-for-money 




Gambar. 2.3 E-GP Objectives dalam Electronic Government 
 Procurement, Roadmap (sumber: ADB, 2004) 
 
Beberapa prinsip dalam pelaksanaan e-procurement (The principles for MDB 
e-procurement systems) yang dikemukakan oleh Economic and Social 
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Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank Institute, dan Public 
Procurement Service of the Republic of Korea (2006:17) antara lain: (i) Economy, 
efficiency and transparency, (ii) Nondiscrimination and equality of access, (iii) 
Open competition, (iv) Accountability, (v) Security of process. 
Tujuan pengadaan secara elektronik di Indonesia tercantum dalam pasal 107 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tujuan pengadaan secara elektonik 
berdasarkan pasal tersebut adalah untuk meningkatkan  transparansi dan 
akuntabilitas, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, meningkatkan 
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan 
audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time. 
Pendapat para ahli dan berbagai publikasi dari lembaga keuangan 
internasional sebagaimana dicontohkan di atas memiliki kesamaan beberapa 
variabel yang menjadi tujuan implementasi pengadaan secara elektronik di 
Indonesia, yaitu transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan.  
 
 
2.1.5 Transparansi Pengadaan 
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, transparan berarti semua 
ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan 
dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh 
masyarakat pada umumnya. Terdapat berbagai definisi transparansi menurut para 
ahli. Mardiasmo (2002:105) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan 
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang 
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 
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pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 
Transparansi memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan implementasi 
pengadaan secara elektronik karena seluruh proses pengadaan dilakukan secara 
online sehingga bisa diakses dan dipantau oleh siapapun. Risiko fraud dalam 
kegiatan pengadaan bisa dikurangi melalui penerapan pengadaan elektronik salah 
satunya karena pengadaan elektronik mampu meningkatkan transparansi 
(Nugroho et al., 2015:1905). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan transparansi setelah implementasi e-tendering, antara lain penelitian 
di Kementerian Keuangan (Nasution, 2012:8), Pemerintah Kota Pontianak 
(Balasa, 2015:1), dan Pemerintah Kota Lombok (Artantri et al., 2016:16). E-
purchasing juga meningkatkan transparansi menurut persepsi penyedia (Rizkiani, 
2017: 79). Namun, sebatas yang Peneliti ketahui, belum ada penelitian mengenai 
pengaruh e-purchasing terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah 
dari persepsi satuan-satuan kerja pemerintah. 
 
 
2.1.6 Akses Pasar Pengadaan 
Menurut Ribot dan Peluso (2003:153), akses adalah kemampuan untuk 
mendapatkan manfaat dari sesuatu atau hak untuk memperoleh sesuatu 
kekuasaan. Sedangkan menurut Ostrom dan Schlager (1992:250) akses adalah 
hak untuk memasuki, memakai, dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona 
tertentu. Jika mengacu pada definisi akses yang dinyatakan Ostrom dan Schlager 
(1992:250), maka akses pasar yang dimaksud dalam penelitian ini dapat didefinisi 
sebagai hak untuk memasuki, memakai, dan mendapat manfaat ekonomis dari 
pasar pengadaan pemerintah. The Asian Development Bank (2004) menyebutkan 
bahwa Pasar pengadaan barang/jasa di sektor publik harus bisa mendorong 
produktivitas dan persaingan, memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil dan 
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Menengah (UKM), serta mengutamakan ekonomi lokal dan regional. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, salah satu caranya dapat dengan 
mengimplementasikan pengadaan secara elektronik. Sebagai tambahan, 
pemerintah disarankan lebih gencar mensosialisasikan penerapan pengadaan 
secara elektronik kepada penyedia barang/jasa agar semakin banyak yang tertarik 
bersaing di pasar pengadaan barang/jasa pemerintah (Munir, 2015:6). Sayangnya, 
Uyarra dan Flanagan (2009:23) memiliki pandangan bahwa kegiatan pengadaan 
pemerintah di berbagai negara kurang mendorong inovasi dan kompetisi di antara 
penyedia. Hasil penelitian Damayanti et al. (2013:146) juga menemukan bahwa 
implementasi e-tendering berpengaruh negatif terhadap akses pasar. Sebaliknya, 
Nasution (2012:127) dan Balasa (2015:14) menemukan bahwa implementasi e-
tendering berpengaruh positif terhadap akses pasar. E-purchasing juga 
meningkatkan akses pasar menurut persepsi penyedia (Rizkiani, 2017:79). 
Namun, sebatas yang Peneliti ketahui, belum ada penelitian mengenai pengaruh 
e-purchasing terhadap akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah menurut 
persepsi satuan-satuan kerja pemerintah.  
 
 
2.1.7 Efisiensi Proses Pengadaan 
Ada beberapa rumusan efisiensi menurut para ahli. Emerson dalam Hasibuan 
(1984:233) menyatakan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input 
(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang 
dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan 
sumber yang terbatas. Mulyamah (1987:3) mendefinisikan efisiensi sebagai suatu 
ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan 
penggunaan yang direalisasikan. Efisien dalam Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 sendiri berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
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menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 
sasaran yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efisiensi proses 
yang dimaksudkan dalam tujuan e-procurement ini melingkupi efisiensi biaya 
pengadaan dan efisiensi waktu (Nasution, 2012:128). Efisiensi proses ini dapat 
terwujud dikarenakan pengadaan elektronik mengotomatisasi sejumlah pekerjaan 
administrasi yang biasa dilakukan dalam pengadaan konvensional. Standarisasi, 
perampingan, serta integrasi proses yang dihasilkan oleh pengadaan elektronik 
berpotensi memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan (The Asian 
Development Bank, 2004). Beberapa penelitian berhasil menemukan bahwa 
pengadaan elektronik (baik e-tendering maupun e-purchasing) berpengaruh positif 
terhadap efisiensi proses pengadaan, antara lain penelitian Nasution (2012:128), 
Balasa (2015:14), Sutriatmoko et al. (2015:267), Ningsih et al. (2015:233), serta 
Rizkiani (2017:79). 
 
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian oleh Bawono (2011) menggunakan jenis penelitian dengan metode 
penelitian metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam 
dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari 
pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung 
dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia 
pengadaan. Kesimpulan dari penlitian ini adalah implementasi e-procurement 
dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, 
efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil 
pengadaan. 
Penelitian oleh Nasution (2012) menggunakan jenis penelitian dengan metode 
penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah simple random sampling, populasi dalam penelitian ini adalah panitia 
dan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan 
Kementerian Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan mengirimkan e-mail ke masing-masing responden. Kesimpulan dari 
penlitian ini adalah e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, 
monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time 
Penelitian oleh Ningsih et al. (2015) menggunakan jenis penelitian dengan 
metode penelitian deskriptif analitik dengan desain survei cross sectional. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, populasi 
dalam penelitian ini adalah farmasi, pelaksana pengadaan, dan perawat di RSUD 
Panembahan Senopati Bantul, RSUD Sleman, RSUD Wates, dan RSUD Kota 
Yogyakarta. Kesimpulan dari penlitian ini adalah Implementasi pengadaan 
elektronik meningkatkan efisiensi pengadaan dan ketersediaan obat 
Penelitian oleh Aminah. (2015) menggunakan jenis penelitian dengan metode 
penelitian kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sampling jenuh, populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Kerja Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bandung. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah membagikan kuesioner secara langsung kepada 
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota 
Bandung. Kesimpulan dari penlitian ini adalah e-Procurement dan e-Audit secara 
parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan 
barang dan jasa 
Penelitian oleh Rizkiani (2017) menggunakan jenis penelitian dengan metode 
penelitian survey. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, populasi dalam penelitian ini adalah. Teknik pengambilan 
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sampel yang digunakan adalah dengan mengirimkan e-mail ke masing-masing 
responden. Kesimpulan dari penlitian ini adalah Implementasi e-purchasing 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha 
yang sehat, efisiensi waktu dan biaya pengadaan, dukungan monitoring dan audit, 
dan akses informasi yang real time. 
 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka kerangka 
pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai 
berikut. 
 
Gambar 2.4 Model Penelitian 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1. Hubungan E-Purchasing dan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985:36) menyatakan bahwa semakin 
mudah suatu perilaku positif untuk dilaksanakan maka kecenderungannya untuk 
direalisasikan akan lebih besar pula. Masih menurut Ajzen (1985:36), control 
beliefs (pengendali keyakinan) dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat 








teknologi informasi merupakan salah satu bentuk control beliefs yang umum 
digunakan. Teknologi informasi mempermudah manusia untuk berperilaku 
transparan dengan cara menyediakan media untuk penyaluran informasi yang 
ingin disampaikan. Semakin tinggi tingkat kemudahan untuk berperilaku 
transparan, maka semakin besar kecenderungan perilaku transparan untuk 
direalisasikan. 
Sejumlah penelitian telah memberikan bukti bahwa implementasi teknologi 
informasi meningkatkan transparansi. Penelitian Tolbert dan Mossberger 
(2006:27) menyatakan bahwa implementasi teknologi e-government di Amerika 
Serikat meningkatkan transparansi. Penelitian Nasution (2012:127) menyatakan 
bahwa implementasi e-tendering di Kementerian Keuangan meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Balasa (2015:14) menyatakan bahwa 
implementasi e-tendering di Pemerintahan Kota Pontianak meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, Penelitian Rizkiani (2017:79) menyatakan 
bahwa transparansi dan akuntabilitas setelah e-purchasing lebih baik daripada 
transparansi dan akuntabilitas sebelum e-purchasing menurut persepsi penyedia. 
Penggunaan e-purchasing juga diduga dapat meningkatkan transparansi 
pengadaan. Sebelum e-purchasing wajib untuk digunakan, pengadaan 
dilaksanakan dengan tiga metode, yaitu lelang elektronik (untuk pengadaan yang 
nilainya lebih dari Rp200.000.000,00),  pengadaan langsung (untuk pengadaan 
yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00) dan penunjukan langsung (untuk 
pengadaan barang/jasa tertentu atau keadaan tertentu). Tingkat transparansi 
pengadaan yang menggunakan metode lelang elektronik relatif sudah baik 
menurut hasil penelitian Nugroho et al. (2015:1905), Nasution (2012:128), Balasa 
(2015:14), dan Artantri et al. (2016:27) karena seluruh informasi dan peraturan 
pengadaan dipublikasikan secara online sehingga bisa diakses oleh siapapun 
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(lebih transparan). Namun, tingkat transparansi untuk pengadaan yang 
menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung masih 
kerap diragukan, sebab semua proses mulai dari pemilihan penyedia barang/jasa, 
negosiasi harga, hingga tanda tangan kontrak dilaksanakan secara manual oleh 
Pejabat Pengadaan dan PPK. Implementasi e-purchasing bertujuan untuk 
menghapus kelemahan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Harga 
barang/jasa dalam e-purchasing sudah tercantum dengan jelas dan dapat diakses 
oleh siapapun di website e-katalog LKPP. Proses negosiasi masih tetap dapat 
dilakukan dan terekam dalam sistem sehingga mengurangi potensi pengaturan 
harga antara pejabat pelaksana e-purchasing dengan penyedia barang/jasa. 
Dengan demikian, hipotesis terkait transparansi dirumuskan sebagai berikut: 
H1   :  E-Purchasing berpengaruh positif pada transparansi pengadaan 
barang/jasa pemerintah 
 
2.4.2. Hubungan E-Purchasing dan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 
Theory of planned behavior (Ajzen, 1985:36) menyatakan bahwa apabila 
suatu perilaku negatif dibuat sesulit mungkin untuk dilaksanakan maka perilaku 
tersebut akan lebih kecil kecenderungannya untuk direalisasikan. Salah satu 
contoh perilaku negatif adalah membatasi akses pasar hanya untuk golongan. 
Control beliefs berupa implementasi teknologi informasi  dapat digunakan untuk 
mengendalikan perilaku negatif ini. Manusia dipersulit untuk membatasi akses 
pasar dengan control beliefs berupa teknologi informasi karena diawasi oleh 
banyak pihak, sehingga dengan sukarela ataupun terpaksa hanya memiliki pilihan 
untuk membuka akses pasar seluas-luasnya. Semakin tinggi tingkat kesulitan 
untuk membatasi akses pasar, maka semakin besar kecenderungannya perilaku 
membuka akses pasar. 
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Sejumlah penelitian telah memberikan bukti bahwa implementasi teknologi 
informasi meningkatkan akses pasar. Penelitian Tolbert dan Mossberger (2006:28) 
membuktikan bahwa implementasi teknologi e-government di Amerika Serikat 
meningkatkan aksesibilitas. Penelitian Nasution (2012:127) membuktikan bahwa 
implementasi e-tendering di Kementerian Keuangan meningkatkan akses pasar 
dan persaingan usaha yang sehat. Penelitian Balasa (2015:14) membuktikan 
bahwa implementasi e-tendering di Pemerintahan Kota Pontianak meningkatkan 
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penelitian Rizkiani 
(2017:79) membuktikan bahwa akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
setelah implementasi e-purchasing lebih baik daripada akses pasar dan 
persaingan usaha yang sehat sebelum e-purchasing menurut persepsi penyedia. 
Implementasi e-purchasing diduga dapat meningkatkan akses pasar. Dalam 
sistem e-purchasing, pejabat pengadaan dan PPK di seluruh instansi di Indonesia 
ketika akan melakukan pengadaan hanya dapat memilih penyedia yang telah 
tercantum di e-katalog LKPP. Dengan sistem ini, pejabat pengadaan dan PPK 
tidak dapat lagi menunjuk penyedia hanya berdasarkan kedekatan personal 
karena penyedia yang tercantum di katalog LKPP merupakan penyedia yang telah 
memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan LKPP. Ada sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi penyedia agar bisa lolos seleksi sebagai penyedia yang terdaftar di 
katalog, antara lain harga produknya tidak melebihi harga pasar dan produk 
tersebut dibutuhkan oleh banyak instansi pemerintah. Seluruh perusahaan di 
Indonesia boleh mendaftar untuk mengikuti seleksi ini sehingga diharapkan akses 
pasar pengadaan akan semakin terbuka dan kompetitif. Oleh karena itu, hipotesis 
terkait akses pasar dirumuskan sebagai berikut: 





2.4.3. Hubungan E-Purchasing dan Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 
Theory of planned behavior (Ajzen, 1985:36) menyatakan suatu perilaku 
positif harus dibuat semudah mungkin untuk dilaksanakan agar lebih besar 
kecenderungannya untuk direalisasikan. Control beliefs berupa implementasi 
teknologi informasi dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku efisien. 
Manusia dipermudah untuk berperilaku efisien dengan control beliefs berupa 
teknologi informasi karena ada beberapa pekerjaan yang diotomatisasi oleh sistem 
sehingga mengurangi risiko kelelahan dan kesalahan akibat kekurangtelitian. 
Dengan meningkatnya kemudahan berperilaku efisien, maka semakin besar 
kecenderungannya perilaku efisien tersebut direalisasikan. 
Sejumlah penelitian telah memberikan bukti bahwa implementasi teknologi 
informasi meningkatkan efisiensi. Penelitian Croom dan Jones (2007:10) 
membuktikan bahwa implementasi teknologi pengadaan elektronik di Inggris 
mengurangi total biaya akuisisi. Penelitian Bawono (2011:104-105) membuktikan 
bahwa implementasi e-tendering di Kementerian Keuangan meningkatkan 
efisiensi waktu, efisiensi biaya iklan, efisiensi biaya pelelangan, dan efisiensi hasil 
pengadaan. Penelitian Balasa (2015:14) membuktikan bahwa implementasi e-
tendering di Pemerintahan Kota Pontianak meningkatkan efisiensi waktu dan biaya 
pengadaan. Terkahir, penelitian Rizkiani (2017:79) membuktikan bahwa efisiensi 
proses pengadaan setelah implementasi e-purchasing lebih baik daripada efisiensi 
proses pengadaan sebelum e-purchasing menurut persepsi penyedia 
Implementasi e-purchasing diduga dapat meningkatkan efisiensi proses 
pengadaan. Tahapan pengadaan melalui e-purchasing lebih ringkas dibanding 
pengadaan langsung maupun lelang elektronik, sebab seluruh data calon 
penyedia, data spesifikasi barang/jasa, serta data harga produk telah tertera di 
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satu situs, yakni situs e-katalog LKPP. Ringkasnya tahapan ini berpotensi 
meningkatkan efisiensi proses pengadaan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun 
biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pengadaan. Selain itu, e-
purchasing meningkatkan otomatisasi proses pengadaan sehingga mengurangi 
keterlibatan dokumen fisik dan mengurangi kemungkinan pemborosan akibat 
kekeliruan manusia (human error). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis terkait 
efisiensi proses pengadaan dirumuskan sebagai berikut: 












3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat asosiatif kausal. 
Menurut Prasetyo (2011:42), penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan 
gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Bersifat 
asosiatif kausal berarti penelitian yang menanyakan hubungan yang bersifat sebab 
akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012:36-37). 
Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah survei. Dalam penelitian 
berjenis survei, peneliti mengatur pemeriksaan sampel atau untuk seluruh populasi 
untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik populasi 
(Creswell, 2012:376). 
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara alami tanpa 
memanipulasi variabel bebas atau penelitian ini bukan termasuk penelitian 
eksperimen. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi satu tahap 
(cross-sectional study). Pengumpulan data dilakukan hanya sekali, mungkin 
selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab 
pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006b:177). Penelitian ini menggunakan skala 
likert (likert scale) 1-5 sebagai skala pengukurannya. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) 
dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas adalah e-purchasing, 
variabel terikat adalah transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan. 
Sifat hubungan antar variabel adalah kausal atau hubungan yang bersifat sebab 
akibat. Dalam penelitian ini, variabel e-purchasing mempengaruhi variabel 
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transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) Kementerian Keuangan di Jakarta. Penelitian ini berlangsung selama 6 
minggu (Mei-Juni 2017). Proses pengumpulan data berlangsung selama 4 minggu 
selebihnya digunakan untuk mengolah data dan menyusun laporan akhir. 
  
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur yang terdapat di 
dalam objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para Pejabat 
Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi 
untuk melaksanakan e-purchasing di Unit Layanan Pengadaan Eselon I 
Kementerian Keuangan. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan 
purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri 
atau sifat-sifat tertentu. Kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu 
Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan 
Instansi/Institusi untuk melaksanakan e-purchasing di Unit Layanan Pengadaan 
Eselon I Kementerian Keuangan yang pernah melaksanakan e-purchasing 
menurut data Pusat LPSE yaitu berjumlah 68 pejabat. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data subyek berupa 
opini, sikap, dan karakteristik dari objek yang diukur yang kemudian dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan tertulis (kuesioner). Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 




3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara 
online melalui surat elektronik. Kuesioner yang dipakai mengacu pada kuesioner 
penelitian Rizkiani (2017). Isi kuesioner terlampir pada Lampiran 1.  
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) 
dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas adalah e-purchasing, 
variabel terikat adalah transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan. 
Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri 1 variabel bebas 
(independent variable) dan 3 variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas 
adalah e-purchasing, variabel terikat adalah transparansi, akses pasar, dan 
efisiensi proses pengadaan. Definisi variabel yang digunakan sebagai berikut. 
a. E-Purchasing 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, E-Purchasing didefinisi 
sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 
Sistem katalog elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah katalog 
elektronik yang diakses melalui laman www.e-katalog.lkpp.go.id. 
b. Tranparansi  
Mengacu pada definisi transparansi menurut Mardiasmo (2002:105) maka 
transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-





c. Akses Pasar  
Mengacu pada definisi akses menurut Ostrom dan Schlager (1992:250), maka 
akses pasar berarti hak untuk memasuki, memakai, dan mendapat manfaat 
ekonomis dari pasar pengadaan pemerintah. 
d. Efisiensi Proses Pengadaan 
Mengacu pada definisi efisiensi menurut Hasibuan (1984:233), maka efisiensi 
proses pengadaan didefinisi sebagai perbandingan yang terbaik antara input 
(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumbersumber yang 
dipergunakan) dalam proses pengadaan”.  
 Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
secara ringkas disajikan dalam tabel berikut. 
 
 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Indikator Referensi 
E-Purchasing Pencantuman barang/jasa 
pada katalog elektronik 
Aminah (2015) 
Proses E-Purchasing 
Transparansi Informasi Pengadaan Jelas Rizkiani (2017) 
Mudah Diakses oleh Siapapun 
Akses Pasar Terbuka untuk semua Rizkiani (2017) 
Mendorong pengembangan 
UKM dan pengusaha lokal 
Efisiensi Proses Efisiensi Waktu Rizkiani (2017)) 
Efisiensi Biaya 
(sumber: diolah, 2017) 
 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan 
dari penelitian-penelitian terdahulu. Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. 
a. E-Purchasing 
Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dan 
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dimodifikasikan dari penelitian Aminah (2015). Variabel ini menggunakan 12 
item pertanyaan yang masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan 
skala likert 1-5, antara lain. 
1. Pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik. 
2. Proses E-Purchasing. 
b. Transparansi  
Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan dari penelitian Rizkiani (2017). Variabel ini 
menggunakan 8 item pertanyaan yang masing-masing pertanyaan diukur 
dengan menggunakan skala likert 1-5, antara lain. 
1. Informasi pengadaan jelas. 
2. Informasi pengadaan mudah diakses oleh siapapun. 
c. Akses Pasar 
Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari 
penelitian Rizkiani (2017). Variabel ini terdiri dari 4 item pertanyaan yang 
masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, antara lain. 
1. Pengadaan terbuka untuk semua penyedia. 
2. Pengadaan mendorong pengembangan UKM dan pengusaha lokal. 
d. Efisiensi Proses Pengadaan 
Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 
Rizkiani (2017). Variabel ini terdiri dari tiga item pertanyaan yang masing-
masing diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, antara lain. 
1. Efisiensi waktu. 









3.8 Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
IBM SPSS Statistics 23. Aplikasi ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan 
peneliti serta kemudahan dalam tata cara pengoperasiannya. Analisis data dalam 
penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, 
dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi. 
 
 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data responden, 
penyebaran kuesioner, dan mendeskripsikan data sampel yang diolah dari data 
primer. Selain itu, analisis ini juga mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti 
dalam bentuk distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik.  
 
 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa instrumen 
yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini merupakan 
instrumen yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Hal ini berarti, validitas dan 
reliabilitas masing-masing instrumen penelitian sebenarnya sudah teruji secara 
baik. Namun, untuk tetap menjaga keyakinan bahwa instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini valid dan reliabel, maka uji validitas dan reliabilitas masih tetap 
dilakukan.  
3.8.2.1 Uji Validitas 
 
Menurut Hartono (2004:144) validitas menunjukkan seberapa nyata suatu 
pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan 
maksud memberi keyakinan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar 
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mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan 
melihat nilai Pearson Product Moment Correlation. Menurut Siregar (2012:164), 
syarat minimum suatu instrumen penelitian memenuhi validitas adalah jika 
koefisien korelasi product moment atau r hitung > r tabel, dan nilai Sig. ≤ α.  
 
3.8.2.2 Uji Reliabilitas  
 
Menurut Sekaran (2006a:40) reliabilitas suatu pengukuran merupakan 
indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrumen mengukur suatu 
konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah pengukuran. Menurut Hartono 
(2004:144) reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukurnya. Reliabilitas 
berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukur dikatakan 
reliable jika dapat dipercaya.  
Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemampuan atau konsistensi suatu 
alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila 
dalam pengukurannya dari waktu ke waktu dapat memberikan hasil yang sama 
atau konsisten. Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Cronbach 
Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika diperoleh nilai cronbach alpha > 
0,7 (Ghozali, 2016: 48).  
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
3.8.3.1 Uji Normalitas Data 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel-
variabelnya memiliki distribusi data normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan 
analisis grafik untuk mendeteksi apakah residual berdistirbusi normal atau tidak. 
Normalitas residual dapat dilihat melalui grafik histogram yang membandingkan 
antara dara observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan 
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dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 
dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016:156) 
adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
 
3.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas 
Tujuan dari uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016:134) adalah 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Persyaratan yang harus terpenuhi 
dalam model regresi adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara 
mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. 
Penelitian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan cara meregresi nilai 
absolut residual terhadap semua variabel independen. Jika variabel independen 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (terlihat dari 




3.8.4 Pengujian Hipotesis 
Dalam rangka pembuktian hipotesis penelitian, maka peneliti melakukan 
pengujian dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk 
memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai 
variabel independen dimanipulasi atau dinaik-turunkan. Manfaat dari hasil analisis 
regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel 




Model matematis untuk pengujian hipotesis pertama (H1) antara variabel E-
Purchasing (X) dan Transparansi (Y1) adalah sebagai berikut. 
Y1 = α + β1X + ε ............................................................................................(1) 
Model matematis untuk pengujian hipotesis kedua (H2) antara variabel E-
Purchasing (X) dan Akses Pasar (Y2) adalah sebagai berikut. 
Y2 = α + β2X + ε ..........................................................................................(2) 
Model matematis untuk pengujian hipotesis ketiga (H3) antara variabel E-
Purchasing (X) dan Efisiensi Proses (Y3) adalah sebagai berikut. 
Y3 = α + β3X + ε ..........................................................................................(3) 
Keterangan: 
Y1 = Transparansi β = Koefisien regresi 
Y2 = Akses Pasar α = Konstanta 
Y3 = Efisiensi Proses ε = error 
X = E-Purchasing    
 
3.8.5 Uji t 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penarikan 
kesimpulan dari hipotesis didasarkan pada nilai probablitas dari uji t baik pada 
variabel bebas maupun variabel moderasi yang terdapat dalam model uji. Untuk 
menganalisis pengaruh antar variabel dapat dilakukan dengan membandingkan 
nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel atau bila nilai t dalam nilai absolut 
lebih besar dari 2 dan nilai signifikansi t < α atau 0,05 maka suatu variabel 





BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, 
serta hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Terdapat pengaruh positif e-purchasing  terhadap transparansi pengadaan 
barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan e-
purchasing, maka semakin tinggi transparansi pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Hal ini ini mendukung Theory of Planned Behavior. 
2. Terdapat pengaruh positif e-purchasing  terhadap akses pasar pengadaan 
barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan e-
purchasing, maka semakin tinggi akses pasar pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Hal ini ini mendukung Theory of Planned Behavior. 
3. Terdapat pengaruh positif e-purchasing  terhadap efisiensi proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan e-
purchasing, maka semakin tinggi efisiensi proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Hal ini ini mendukung Theory of Planned Behavior. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di 
atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang terkait peningkatan 
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transparansi, akses pasar, dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah  dan saran bagi penelitian yang akan datang sebagai berikut. 
1. Peningkatan penggunaan e-purchasing  dapat dilakukan dengan cara 
memperbanyak jenis/ tipe/ merek komoditas yang tercantum dalam e-
purchasing agar pengguna memiliki pilihan yang bervariasi, menurunkan harga 
komoditas agar semakin bersaing dengan harga komoditas di pasaran, dan 
meningkatkan sosialisasi e-purchasing kepada calon penyedia agar mau ikut 
bersaing di dalam e-purchasing. 
2. Variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian ini masih terbatas. Tidak 
semua isu yang menjadi trending topik terkait transparansi, akses pasasr, dan 
efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimasukkan dalam 
penelitian ini. Oleh karena itu, perlu ditambahkan faktor lain yang turut 
mempengaruhi transparansi, akses pasasr, dan efisiensi proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah sehingga penelitian mendatang akan menghasilkan 
penelitian yang lebih lengkap. 
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang memperkuat penelitian 
sebelumnya, untuk melakukan penelitian pada sektor pemerintah yang 
berbeda sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya 
4. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data 
disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian 
lain.. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi 
perhatian para peneliti yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
78 
 
1. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan e-
purchasing yang mana masih dimungkinkan menambahkan variabel yang lain 
untuk diteliti lebih jauh 
2. Penelitian ini menggunakan responden PPK, Pejabat. Pengadaan, dan 
Pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, 
kemungkinan terdapat perbedaan persepsi dari pejabat yang bekerja pada 
instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah maupun di kementerian/ 
lembaga lainnya. 
3. Proses pengisian kuesioner yang tidak didampingi memungkinkan masih ada 
kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, dan 
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2. Akses Pasar dan 
Persaingan Usaha 
yang Sehat setelah e-
purchasing lebih baik 
daripada sebelum e-
purchasing, 
3. Efisiensi Pengadaan 
setelah e-purchasing 
lebih baik daripada 
sebelum e-
purchasing, 
4. Dukungan Monitoring 
dan Audit setelah e-
purchasing lebih baik 
daripada sebelum e-
purchasing, 
5. Akses Informasi yang 
Real-Time setelah e-




pasar dan persaingan 
usaha yang sehat, 
efisiensi waktu dan 
biaya pengadaan, 
dukungan monitoring 
dan audit, dan akses 
informasi yang real time 
 
uji beda Wilcoxon 
Signed Rank 
a. transparansi dan 
akuntabilitas 










e. akses informasi 






LAMPIRAN 3 DAFTAR RESPONDEN 
No Instansi Jabatan Selaku 






2 Biro Perencanaan 
dan Keuangan 










4 Biro Organisasi dan 
Ketatalaksanaan 




5 Biro Hukum Kepala Bagian Hukum 
Pengelolaan Pembiayaan 
dan Hukum Umum 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 



















10 Biro Sumber Daya 
Manusia 




11 Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi 
Kepala Bagian Manajemen 




12 Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi 




















17 Direktorat Jenderal 
Anggaran 
Kepala Bagian Umum Pejabat Pembuat 
Komitmen 








19 Direktorat Jenderal 
Perimbangan 
Keuangan 
Kepala Bagian Umum, 

















Kepala Bagian Umum Pejabat Pembuat 
Komitmen 












24 Inspektorat Jenderal Kepala Subbagian 
Pengadaan dan 




25 Badan Kebijakan 
Fiskal 
Kepala Bagian Umum Pejabat Pembuat 
Komitmen 
26 Badan Kebijakan 
Fiskal 
Kepala Subbagian 




27 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Bagian Tata Usaha  Pejabat Pembuat 
Komitmen 
28 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Subbagian Umum Pejabat 
Pengadaan 






Informasi dan Komunikasi 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 
























Aplikasi dan Basis Data I; 
Pejabat 
Pengadaan 
33 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 














Informasi dan Komunikasi 
Pejabat 
Pengadaan 
35 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Bidang Operasional 




36 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala  Pejabat 
Pengadaan 
37 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Bidang Keamanan 
Informasi dan 
Kelangsungan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 
38 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Subbidang Tata 




39 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
















Arsitektur dan Analisis 
Kapasitas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Pejabat 
Pengadaan 
























Aplikasi dan Basis Data II 
Pejabat 
Pengadaan 






dan Infrastruktur TIK 
Pejabat 
Pengadaan 






















Manajemen Jaringan dan 
Infrastruktur Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Pejabat 
Pengadaan 




Manajemen Aset dan 
Konfigurasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. 
Pejabat 
Pengadaan 
50 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 

























Operasional Pusat Data 
Pejabat 
Pengadaan 












Manajemen Risiko dan 
Kelangsungan 




56 Pusat Sistem 
Informasi dan 
Teknologi Keuangan 
Kepala Subbidang Bina 
Kepatuhan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. 
Pejabat 
Pengadaan 
57 Pusat Pembinaan 
Profesi Keuangan 
Kepala Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat 
Komitmen 
58 Pusat Pembinaan 
Profesi Keuangan 
Kepala Subbagian Umum Pejabat 
Pengadaan 
59 Komite Pengawas 
Perpajakan 
Kepala Bagian Umum Pejabat Pembuat 
Komitmen 
60 Komite Pengawas 
Perpajakan 



















63 Lembaga Pengelola 
Dana Pengadaan 
Kepala Divisi Sumber Daya 
Manusia dan Umum 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 






65 Pusat Analisis dan 
Harmonisasi 
Kebijakan 
Kepala Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat 
Komitmen 








67 Pusat Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 
Kepala Bagian Tata Usaha Pejabat Pembuat 
Komitmen 
68 Pusat Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 









Jakarta, 19 Juni 2017 




Saya yang mengirimkan kuesioner ini: 
Nama : Mochamad Ridwan Aldrian 
Status : Pegawai Tugas Belajar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di 
Program Sarjana Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar 
NIP  : 199008232012101003 
Telp : 085720279353 
E-mail : aldrian238@gmail.com 
 
Sehubungan dengan penelitian ilmiah guna menyusun skripsi Program 
Sarjana Akuntansi, saya memrlukan informasi untuk mendukung penelitian yang 
sedang saya lakukan. Informasi yang saya peroleh melalui respon Bapak/Ibu/Sdr 
dalam mengisi kuesioner yang dilampirkan akan sangat membantu saya dalam 
menganalisis pengaruh e-purchasing terhadap transparansi, akses pasar, dan 
efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Informasi yang saya terima tidak disajikan dalam bentuk spesifik seperti 
jawaban Bapak/Ibu/Sdr. Dengan tidak disajikannya jawaban secara spesifik maka 
sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan jawaban 
Bapak/Ibi/Sdr. 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr memiliki pertanyaan terkait kuesioner terlampir 
silahkan menghubungi saya melalui data di atas. Saya sangat mengharapkan 
kerja sama yang baik dari Bapak/ibu/Sdr untuk meluangkan waktu guna mengisi 
















A. Petunjuk Pengisian 
1. Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan. Apabila 
datanya pilihan, berikan tanda silang (x) pada setiap kotak yang 
dikehendaki atau garis bawahi pada pilihan. 
2. Pada isian kuesioner, berikan penilaian yang menurut Anda paling 
menggambarkan kondisi Setelah E-Purchasing dengan cara memberi tanda 
silang pada setiap kotak yang tersedia. 
Ket : 1 = Tidak Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Cukup Baik; 4 = Baik; 5 = Sangat 
Baik. 
3. Pada pertanyaan yang bersifat terbuka (tidak terdapat pada kotak isian) 
mohon dijawab secara singkat dan jelas. 
 
Catatan : yang disebut sebagai “Aplikasi” atau “Sistem” dalam kuesioner ini 
adalah aplikasi e-purchasing pada http://e-katalog.lkpp.go.id/. 
 
 
B. Data Responden 
Alamat E-Mail : ...................................................................... 
   
Usia : □ s.d. 30 Tahun 
  □ > 30 Tahun s.d. 40 Tahun 
  □ > 40 Tahun 
   
Lama Menjabat : □ s.d. 1 Tahun 
  □ > 1 Tahun s.d. 3 Tahun 
  □ > 3 Tahun s.d. 5 Tahun 











1 2 3 4 5 
Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog 
Elektronik 
     
1. Barang/Jasa yang dibutuhkan tersedia dalam 
katalog elektronik. 
     
2. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tesedia dalam 
katalog elektronik   sesuai dengan kebutuhan 
     
3. Harga barang/jasa yang tesedia dalam katalog 
elektronik lebih murah dibandingkan harga 
barang/jasa dengan menggunakan metode 
pengadaan selain e-purchasing  
     
4. Unit Pengadaan dapat memberikan usulan 
pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik 
     
Proses E-Purchasing      
5. Unit Pengadaan dapat membuat paket pengadaan 
melalui aplikasi e-purchasing 
     
6. Unit Pengadaan dapat mengirimkan permintaan 
pembelian barang kepada Penyedia Barang 
melalui aplikasi e-purchasing 
     
7. Penyedia Barang dapat memberikan persetujuan 
atas permintaan pembelian Barang melalui aplikasi 
e-purchasing 
     
8. Unit Pengadaan dapat mengirimkan permintaan 
pembelian Barang yang telah disetujui oleh 
Penyedia Barang kepada PPK melalui aplikasi e-
purchasing 
     
9. PPK dapat memberikan persetujuan atas 
permintaan pembelian barang melalui aplikasi e-
purchasing 
     
10. Unit Pengadaan dapat mengirimkan permintaan 
pembelian Barang yang telah disetujui oleh 
Penyedia Barang kepada PPK melalui aplikasi e-
purchasing 
     
11. PPK dapat mengunggah softcopy surat perjanjian 
pembelian barang yang telah ditandatangani  PPK 
dan Penyedia ke dalam aplikasi e-purchasing 
     
12. Unit pengadaan dan Penyedia Barang dapat 
mengkonfirmasi penerimaan barang melalui 
aplikasi e-purchasing 









D. Transparansi  
Item Pertanyaan 
 
1 2 3 4 5 
Informasi Pengadaan Jelas      
1. Semua informasi yang membantu penyedia untuk 
merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan 
dokumen penawaran selalu tersedia secara online. 
     
2. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan selalu 
dipublikasikan secara online 
     
3. Peraturan perundang-undangan yang 
mengatur/tentang pengadaan barang dan jasa 
selalu tersedia secara online 
     
4. Unit Pengadaan selalu menyediakan informasi 
yang memadai terkait detail kontrak, harga, dan 
penyedia terpilih 
     
Mudah Diakses oleh Siapapun      
5. Unit Pengadaan selalu menyediakan informasi 
yang sama (sepadan) untuk semua penyedia 
     
6. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses 
informasi yang dibutuhkan 
     
7. Pengadaan selalu dapat dilaksanakan tanpa perlu 
menggunakan software atau hardware secara 
khusus/tertentu (hanya memakai 
software/hardware sesuai standar umum) 
     
8. Mudah Diakses oleh Siapapun Unit Pengadaan 
selalu bisa dihubungi penyedia untuk setiap 
informasi/ penawaran 
     
 
E. Akses Pasar  
Item Pertanyaan 
 
1 2 3 4 5 
Terbuka untuk Semua Penyedia      
1. Pengadaan selalu dapat diikuti oleh semua 
penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang jelas 
     
2. Jumlah penyedia yang dapat mengikuti pengadaan 
semakin banyak 
     
Mendorong Pengembangan UKM dan Usaha Lokal      
3. Pengadaan memberi kesempatan yang lebih besar 
untuk usaha kecil dan menengah 
     
4. Pengadaan memberi kesempatan yang lebih besar 
untuk usaha lokal 








F. Efisiensi Proses Pengadaan 
Item Pertanyaan 
 
1 2 3 4 5 
Efisiensi Waktu      
1. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah 
cukup untuk memberi informasi pengadaan 
     
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
pengadaan lebih pendek 
     
Efisiensi Biaya      
3. Biaya pengadaan (dokumen, survey pasar, dan 
biaya lain terkait proses pengadaan) lebih murah 
     
 
 













HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 









2. Variabel Transparansi 




b. Uji Reliabilitas 
 
 
3. Variabel Akses Pasar 
a. Uji Validitas 
 










4. Variabel Efisiensi 
a. Uji Validitas 
 






















HASIL UJI NORMALITAS DAN HETEROKEDASTISITAS 












2. Uji Kolmogorov-Smirnov (Tranparansi) 
 
3. Grafik Scatterplot (Tranparansi) 
 
 



















6. Uji Kolmogorov-Smirnov (Akses Pasar) 
 
7. Grafik Scatterplot (Akses Pasar) 
 
 


















10. Uji Kolmogorov-Smirnov (Efisiensi) 
 
11. Grafik Scatterplot (Efisiensi) 
 
 






HASIL UJI HIPOTESIS 


















3. Uji Hipotesis 3 
 
